IMPLEMENTASI KOORDINASI
DALAM PROGRAM-PROGRAM PEMBANGUNAN
Dl TINGKAT PEMERINTAHAN DESA

Oleh:
Winami

Abstrak

francisca_winarni@uny.ac.id

Konsep dasar PPK adalah suatu program pemberdayaan ma-
syarakat dengan pemberian akses pada masyarakat untuk memper-
oleh dan memanfaatkan nilai-nilai hak asasi masyarakat miskin
dalam mengembangkan kesejahteraan dan kualitas hidupnya.

Tulisan ini ‘membahas secara kritis implematasi koordinasi
program pembangunan Desalwilayah, faktor-faktor yang mempe-

ngaruhi tingkat keberhasitannya.

Pelaksanaan koordinasi PPK di tingkat pemerintahan desa pada
umumnya telah berlangsung dengan cukup baik, namun pelaksa-
naannya masih periu ditingkatkan agar tujuan yang ingin dicapai dari
program tersebut dapat dicapai secara maksimal. Hal-hal yang men-
dukung koordinasi yang efektif di lapangan menunjukkan perlunya
diterapkan komunikasi yang terbuka dan persuasif sehingga menim-
bulkan kesadaran dan kesepahaman tentang hak, wewenang dan
tanggung jawab -dari masing-masing pihak yang terlibat. Selain itu
diperiukan waktu dan intensitas sosialisasi PPK secara merata ke-
pada masyarakat sehingga program tersebut dapat dimanfaatkan

secara maksimal.

Pendahuluan

Sejak bulan Juli 1997 bangsa
Indonesia menderita “Asean Flu’
yang dasyat. Krisis ekonomi ini ber-
mula dari terpuruknya nilai tukar ru-
piah atas dollar AS yang mencapai
titik dramatis 70% (Gumilar, Kompas
- 3-3-99). Ba-dai moneter ini mencer-
minkan gagainya sektor publik nege-
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ri kita yang secara nyata tidak siap
memasuki pasar uang global. Infra-
struktur sistem keuangan yang le-
mah begitu vulnerable terhadap “per-
mainan” para fund manager. Ke-
adaan ini merembet pada rontoknya
“bubble economy”. Struktur ekonomi
kita ditandai oleh hadimya swasta
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yang kurang kuat fondasi bis-nisnya.
Banyak diantara mereka terfarik #n-
tuk menanamkan uangnya di sektor
spekulatif, sehingga hancur leburlah
bangunan usaha mereka tatkala di-
hadapkan pada fluktuasi nilai tukar
rupiah atas dollar yang terjadi. Sek-
tor riil ikut macet yang diikkuti oleh
meledaknya angka pengangguran.
Masyarakatpun merasakan pahitnya
krisis ekonomi ketika dihadapkan pa-
da melambungnya harga-harga.
Pada masa akhir hayat Orde
Baru, diyakini solusi mujarab dari
persoalan aktual di atas adaiah re-
formasi total di berbagai bidang kehi-
dupan termasuk ekonomi dan politik.
Namun sikap mengulur waktu dan
resistensi rezim pada masa itu, me-
ngarahkan situasi pada hal yang se-
makin buruk. Sebagai akibatnya, se-
cara cepat krisis sosial sudah mulai
merambahi berbagai lapisan masya-
rakat Indonesia. Namun demikian la-
pisan temmiskin (low-income group),
merasakan paling getir dampak kris-
is karena lemahnya kemampuan un-
tuk bertahan hidup meski pada ting-
kat yang dasar. Keadaan ini terus
berlanjut setelah pasca pergantian
kepala negara, bahkan dinilai sema-
kin parah. Pasalinya, pemerintah ba-
ru dinilai kental melanjutkan *perila-
ku® rezim sebelumnya. Reformasi to-
tal diterima dalam sikap yang men-
dua muka antara kepentingan parti-
kutaristik dan bangsa.
Krisis (crisis) dimengerti se-
cara umum sebagai “an unstable or
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crusial time for state of affairs® (Web-
ster's New Encyclopedic Dic-tionary,
1994). Jadi krisis sosial mengacu pa-
da kehidupan masyarakat yang pe-
nuh ketidakpastian, rawan, mempu-
nyai kohesi yang rapuh, serta lemah-
nya peranan negara. Indikasi dari la-
himya krisis sosial dapat disimak’de-
wasa ini seperti semakin menyedih-
kannya kualitas anak didik kita, se-
makin maraknya anak jalanan, ra-
wan pangan yang merebak di perko-
taan dan pedesaan, kualitas dan
kuantitas kriminalitas melambung ta-
jam, pelanggaran hak asasi yang
makin dalam, lemahnya moral biro-
krasi, hubungan antar umat ber-
agama dan kelompok yang destruktif
bahkan cenderung lahimya vendeta
(balas dendam) seperti tergambar je-
las pada kasus kerusuhan Ketapang,
Kupang, Ambon, Kampung Rambut-
an dan sebagainya.

Untuk mengurangi ketimpang-
an regional telah ditempuh kebijakan
yang lebih berorientasi pada peme-
rataan hasil-hasil pembangunan, an-
tara lain peningkatan anggaran In-

- pres subsidi program-program pem-

bangunan regional. Salah satu lang-
kah yang diambil pemerintah Kabu-
paten Kulonprogo untuk mengurangi
intensitas maupun dampak krisis so-
sial bagi kalangan miskin adalah de-
ngan beberapa Program antara lain
inpres Desa Tertinggal (IDT), Pro-
gram Kawasan Perkotaan (P2KP)
dan yang terbaru adalah Program
Pengembangan Kecamatan (PPK).
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Konsep dasar PPK adalah suatu
program pemberdayaan masyarakat
dengan pemberian akses pada ma-
syarakat untuk memperoleh dan me-
manfaatkan nilai-nilai hak asasi ma-
syarakat miskin dalam mengem-
bangkan kesejahteraan dan kualitas
hidupnya. PPK merupakan pengem-
bangan lebih lanjut dari IDT yang ter-
tuang dalam Inpres No.5 Tahun
1993. Tujuan umum PPK adalah
mempercepat penanggulangan ke-
miskinan serta meningkatkan ke-
mampuan kelembagaan masyarakat
dan aparat melalui pemberian modal
usaha dan pembangunan prasarana
dan sarana yang mendukung akses
ekonomi rakyat. )

Tujuan khusus PPK adalah:
(1) meningkatkan partisipasi masya-
rakat dalam perencanaan, pelaksa-
naan dan keberlanjutan kegiatan
masyarakat pedesaan. (2) mening-
katkan kegiatan usaha, memperiuas
kesempatan kerja dan sumber pen-
dapatan bagi masyarakat pedesaan.
(3) menyediakan prasarana dan sa-
rana bagi pengembangan ekonomi
masyarakat pedesaan. (4) mening-
katkan kemampuan kelembagaan
masyarakat dan aparat di desa dan
kecamatan untuk memfasilitasi pro-
ses pemberdayaan dalam pelaksa-
naan program pembangunan. (5)
meningkatkan keterkaitan dan kese-
larasan kegiatan pembangunan pe-
desaan.

Sasaran utama penerima PPK

adalah kelompok masyarakat pen-
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duduk miskin dan sasaran ioka-sinya
kecamatan yang punya jumiah desa
tertinggal relatif banyak dan keca-
matan yang punya jumlah penduduk
miskin relatif banyak. Sasaran PPK
ini terbagi dalam tiga bidang:

Sasaran Bidang Ekonomi:

1. Tumbuhnya usaha-usaha eko-
nomi produktif di pedesaan,
seperti industri kecil, perda-
gangan, usaha petermnakan,
usaha perikanan dan per-
tanian.

2. Terbangunnya sarana dan
prasarana ekonomi, seperti
irigasi, jalan, pagar dan se-
jenisnya.

3. Terbangunnya lembaga ke-
yangan milik masyarakat di
kecamatan yang mendukung
ekonomi.

Sasaran Bidang Pelembagaan
Manajemen Pembangunan:
Tersusunnya Rencana Pem-
bangunan Tahunan Desa (RTTP)
melalui Musyawarah Pembangunan
Desa (Musbangdes), dan tersusun-
nya Rencana Pembangunan Tahun-
an Kecamatan (RPTK) melalui dis-
kusi Unit Daerah Kerja Pembangun-
an (UDKP) yang sesuai dengan ke-
butuhan masyarakat dan berkualitas.
Adanya rasa keterbukaan da-
lam proses pengambilan keputusan
dan pemanfaatan dana pembangun-
an.
- Adaanya kontrol dari masya-
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rakat terhadap pelaksanaan pemba-+

masyarakat desa.
Berperannya masyarakat da-
jam menentukan jenis kegiatan pem-
bangunan serta pemantauan pelak-
sanaan pembangunan di desanya.

Sasaran Bidang Pengembangan
Kemampuaan Birokrasi Pemba-
ngunan:

Meningkatkan kemampuan
Lembaga Ketahanan Masyarakat
Desa (LKMD) dalam menyusun ren-
cana pembangunan desa.

Meningkatkan kemampuan
aparat desa dalam membentuk pro-
Ses penyusunan rencana pemba-
ngunan desa.

e Meningkatkan kemampuan
aparat pemerintah keca-
matan dalam menfasilitasi
perencanaan pembang—unan
di tingkat kecamatan.

¢ Meningkatkan kemampuan

ngunan desanya.

e Meningkatkan kemampuan
aparat pemerintah desa da-
lam mengelola pelaksanaan
pembangunan di desanya.

* Meningkatkan kemampuan
aparat pemerintah kecama-
tan dalam mengelola pelak-
sanaan pembangunan di
wilayah kecamatannya. (Inp-
res No.5 tahun 1998)

Karena luasnya sasaran
yang ingin dicapai program PPK ini
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dan berbagai keterbatasan yang
ada, tulisan ini akan memilih PPK
dalam bidang pelembagaan mana-
jemen pembangunan. Sebagai sam-
pel unit analisisnya diambil pelak-
sanaan program di kabupaten Kulon
Progo, Kecamatan Pengasih. PPK d.
Kecamatan dilaksanakan mulai ta-
hun 1998 melalui tiga tahap, yaitu
PPK tahap | tahun 1998/1999 meli-
puti 5 Kecamatan, PPK tahap [ ta-
hun 1999/2000 un-tuk 7 kecamatan
dan PPK tahap il tahun 2001/2002
untuk 10 kecamatan. Menyusul' ber-
akhirnya ke tiga tahap tersebut maka
perlu adanya suatu evaluasi pelak-
sanaan program tersebut seberapa
jauh program tersebut mencapai sa-
saran sesuai yang ditetapkan, dan
hambatan-hambatan yang dijumpai
dalam proses pelaksanaan program
sehingga dapat menjadi input pelak-
sanaan program selanjutnya.
Kecamatan Pengasih menda-
patkan Program Pengembangan Ke-
camatan pada tahap Ill pada tahun
2001 dengan dana sebesar 750 juta
rupiah. Kecamatan Pengasih mem-
punyai 7 desa yang masing-masing
terbagi dalam 47 kelompok masyara-
kat (Pokmas). Bentuk program PPK
untuk bidang ekonomi adalah pem-
benan bantuan dana modal usaha
yang diharapkan meningkatkan parti-
sipasi masyarakat dalam kegiatan
ekonomi masyarakat pedesaan, me-
ningkat kegiatan usaha masyarakat,
memperiuas kesempatan kerja dan
sumber pendapatan bagi masyara-
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kat pedesaan. Sesuai dengan tujuan
program yang telah, ditetapkan di
atas, maka kelompok sasaran yang
dituju adalah kelompok masyarakat
penduduk  miskin dan sasaran
lokasinya adalah kecamatan yang
mempunyai jumiah desa dan jumiah
penduduk miskin relatif banyak .

Permasalahan yang akan
mendapat pembahasan lebih lanjut
berkisar pada bagaimana pelaksa-
naan sistem koordinasi dibangun da-
lam PPK, bagaimana keterlibatan
segenap masyarakat .dalam pelak-
sanaan program, dan dampak posi-
tif dari PPK 2.

Pemahaman Koordinasi Dalam
Administrasi Pembangunan

Dalam setiap aktivitas bersa-
ma, seperti halnya aktivitas yang di-
sebut dengan pemerintahan, koor-
. dinasi merupakan hal yang mutiak
diperiukan. Koordinasi dapat dinya-
takan sebagai usaha menyatupadu-
kan kegiatan dalam usaha bersama
agar terjalin keserasian kerja demi
tercapainya tujuah dengan seefektif
dan seefisien mungkin. Tanpa ada-
nya koordinasi yang baik hampir da-
pat dipastikan sulit untuk mencapal
tujuan; dan kalaupun tujuan tersebut
dapat tercapai, maka pencapaiannya
tidak dapat efektif dan efisien.

Dalam literatur administrasi
pengertian koordinasi dirumuskan
sebagai “ proses pengintegrasian tu-
juan-tujuan dan kegiatan-kegiatan
pada satuan-satuan yang terpisah
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(departemen atau bidang-bidang
fungsional) suatu organisasi untuk
mencapai tujuan organisasi secara
efisien (Hani Handoko, 2000:195).
Dari pengertian tersebut maka
dapat dinyatakan bahwa koordinasi
mempunyai sasaran agar organisasi
dapat mencapai tujuan dengan seefi-
sien mungkin. Untuk mencapai tuju-
an organisasi dengan seefisien
mungkin tadi, maka harus disadan
sepenuhnya bahwa organisasi meru-
pakan suatu sistem dimana di da-
lamnya terdapat unit-unit atau bagi-
an-bagian yang saling berkaitan (in-
terdependency) satu dengan yang
lainnya. Sefiap unit walaupun mem-
punyai fungsi yang berlainan satu
dengan lainnya ftidak dapat saling
melepaskan diri dalam menjalankan
fungsinya masing-masing. Hal itu di-
karenakan suatu unit tidak mungKkin

‘dapat menjalankan fungsinya de-

ngan baik tanpa dibantu oleh unit
yang lainnya. Setiap unit mempunyai
kewajiban untuk mendukung pelak-
sanaan fungsi dari unit yang lainnya
apabila organisasi yang bersangkut-
an menginginkan dapat mencapai
tujuannya dengan seefisien mung-
kin. -~

Apabila semua kegiatan yang
dilakukan oleh Pemerintah, ingin di-
capai dengan seefisien mungkin,
maka koordinasi dalam rangka me-
laksanakan kegiatan-kegiatan terse-
but sangat mutlak diperiukan. Ada
beberapa faktor yang menyebabkan
tuntutan perlunya koordinasi menu-



rut Dann Sugandha yakni:
. untuk efisiensi datam penggu-
naan sumber yang terbatas,
- untuk memperkecil kemung-
kinan terjadinya konflik
- untuk memperoleh keseraga-
man dalam kebijakan peme-
rintah,
- untuk memperoieh kaitan/hu-
_bungan kerja yang efektif se-
hingga satu instansi dapat me-
nunjang instansi yang lain,
menghilangkan - overlap-ping
atau duplikasi. (1988 :21)
Dann Sugandha berpendapat
bahwa koordinasi dipefiukam untuk
menghindarkan kecenderungan pe-
misahan din dar unit-unit yang di-
bentuk sebagai akibat adanya spe-
sialisasi fungsi di dalam organisasi.
(ibid). Setiap pekerjaan menuntut ke-
ahlian khusus, sehingga bertambah
tajam spesialisasi terhadap keahlian
tertentu. Orang-orang yang mempu-
nyai keahlian khusus dan berbeda
pandangan serta latar belakang se-
;ing dt:ennderung untuk memisahkan
iri, hal ini tentunya u untuk
dihindari. . unya pen
Apabila pendapat tersebut di
atas diterapkan pada organisasi pe-
merintah, maka tidaklah terlalu me-
lenceng. Dalam organisasi pemerin-
tah dimana unit-unit di dalamnya
yang berupa departemen atau ins-
tansi terdiri dari orang-orang yang
Mmempunyai pandangan, latar bela-
kang dan keahfian yang berlainan
satu dengan yang lainnya, dan di da-

27

lam kondisi yang seperti ini terdapat
kecenderungan untuk memisahkan
diri. Namun dalam organisasi peme-
rintah yang biasanya terjadi adalah
bukan kecenderungan untuk memi-
sahkan din, akan tetapi biasanya be-
rupa kecenderungan untuk mengesér
tujuan dari masing-masing unit (des
partemen atau instansi) dengan ku-
rang atau bahkan tidak memperhati-
kan tujuan unit-unit yang lainnya se-
hingga tujuan dari organisasi yang
lebih besar menjadi sulit untuk dapat
terwujud. ‘

Selanjutnya dapat dinyatakan
bahwa untuk mengatasi kecende-
rungan umit-unit untuk memisahkan
diri dan organisasi, maka koordinasi
yang baik dapat dijadikan alat untuk
menangkalnya. Sehubungan dengan
hal tersebut Pfiffner dan Presthus
menandaskan bahwa koordinasi me-
rupakan suatu teknik untuk memper-
satukan sejumiah keahlian dan per-
hatian yang saling bertentangan dan
memimpinnya ke arah tujuan bersa-
ma. (Pfiffner dan Presthus, 1960
:111). Dapat pula dinyatakan bah-
wa koordinasi lebih merupakan ke-
kuatan untuk memusatkan atau me-
nyatupadukan kegiatan dalam suatu
organisasi.

Apabila prinsip koordinasi di
banding dengan prinsip spesialisasi,
nampak seolah-olah merupakan dua
kutub yang saling bertolak be-
lakang. Di satu pihak supaya orga-
nisasi dapat mencapai efektivitas
dan efisiensi perlu ada pembagian
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unit-unit dan penggolongan peker-
jaan menjadi fungsi-fungsi yang ter-
pisah. Sebaliknya pada fihak yang
lainnya supaya organisasi tadi dapat
mencapai efektivitas dan efisiensi,
maka juga diperiukan semua unit
dan fungsi harus bersatu padu da-
lam setiap geraknya. Oleh karena
itulah tidak mengherankan apabila
bertambah besar organisasi dan ber-
tambah tajam spesialisasi akan me-
ngakibatkan semakin sukarnya koor-
dinasi dilaksanakan. Demikian pula
halnya dengan semakin bervariasi
kegiatan-kegiatan yang ada, akan
semakin sulit pelaksanaan koordi-
nasi.

Dann Sugandha mengamati
beberapa kendala kordinasi yang se-
ring terjadi di Indonesia sebagai
berikut:

- Kesalahan anggapan orang

_mengenai organisasinya.

- Kesalahan anggapan orang
mengenai instansi induknya.

- Kesalahan pandangan me-
ngenai arti koordinasi sendi-
ri.

- Kesalahan pandangan me-
ngenai kedudukan Depar-
temennya di Pusat. (1988:
24-25)

Kesalahan-kesalahan  pan-
dangan dan anggapan seperti terse-
but di atas itulah yang sering terjadi
di Indonesia. Hal tersebut menye-
babkan masalah koordinasi dalam
~organisasi pemerintahan baik di ting-
kat pusat maupun daerah.
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Komunikasi dan Efektivitas Koor-
dinasi

Pelaksanaan koordinasi dapat
berjalan hanya dengan adanya kesa-
daran dan kesediaan sukarela darn
semua anggota organisasi atau pe-
mimpin-pemimpin organisasi untuk
kerjasama antar instansi ke dalam
proses pelaksanaan kerja di bawah
pengarahan seseorang yang mem-
punyai kewenangan fungsional ter-
tentu. Menurut Dann Sugandha se-
benamya sikap kesadaran dan ke-
sediaan yang diperiukan agar koor-
dinasi dapat berjalan dengan lancar
tersebut tidak hanya diperuntukkan
bagi mereka yang dikoordinir, akan
tetapi sikap tersebut juga melibatkan
mereka yang mengkoordinir. (1988:
27-28) _

Sikap kesadaran dan kesedi-
aan seperti tersebut di atas biasanya
hanya bisa tumbuh dengan baik apa-

bila setiap fihak benar-benar me-

ngerti dan menghayati kedudukan
dan fungsinya masing-masing serta
kedudukan dan fungsi koordinator.
Agar tercipta suasana saling penger-
tian dari setiap fihak yang terlibat da-
lam pelaksanaah koordinasi, maka
salah satunya diperiukan adanya ko-
munikasi yang efektif. Oleh karena
itu dapatlah dinyatakan bahwa ko-
munikasi merupakan. mekanisme
yang relatif ampuh bagi terseleng-
garanya koordinasi.

Dalam proses komunikasi ter-
sebut yang perlu disampaikan ke-
pada fihak-fihak yang bekerjasa-ma



yang terkoordinir adalah mengenai
tujuan dari kerjasama tersebut dan
peranan yang harus dijalankan dari
setiap fihak yang terlibat. Dengan
adanya komunikasi inilah diharapkan
terjadi saling tukar menukar dan da-
pat menumbuhkan rasa saling pe-
ngertian. Sehubungan dengan hal ini
komunikasi nampaknya mempunyai
peran “menyatukan / mengikat® se-
tiap unit atau instansi yang terlibat
dalam suatu kerjasama dalam suatu
sistem.

Dalam realitanya melaksana-
kan komunikasi yang efektif temyata
tidak begitu mudah. Dalam praktek-
nya pelaksanaan komunikasi agar
menumbuhkan rasa saling pengerti-
an tidak semudah yang dibayang-
kan. Dengan adanya spesialisasi da-
lam suatu organisasi, atau adanya
perbedaan fungsi dari setiap organi-
sasi yang akan melaksanakan kerja-
sama, maka orang-orang akan mem-
punyai sikap tertentu sebagai akibat
dan pengaruh spesialisasinya tadi.
Suatu informasi, misainya saja akan
ditanggapi dan ditafsir secara ber-

oleh masing-masing pi-
hak tergantung dari posisi dan fung-
Sinya masing-masing. Tidak tertutup
kemungkinan, bahkan sangat di-
mungkinkan informasi yang sama
akan mendapatkan tanggapan dan
tafsiran yang berlainan dari pimpinan
dua departemen yang berbeda. De-
partemen A, misalnya akan menang-
9api sesuai dengan posisi dan fung-
Sinya, demikian pula halnya dengan
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Departemen B akan memberi tang-
gapan dan tafsiran sesuai dengan
posisi dan fungsi yang melekat pa-
danya. Masing-masing pihak dalam
hal ini akan meninjaunya dari kepen-
tingan maupun nilai-nilai yang ber-
kembang di dalam organisasinya
masing-masing. L.
Berbicara mengenai “kesulif-
an” pelaksanaan komunikasi seperti
tersebut di atas, maka dapatiah di-
nyatakan bahwa semakin besar su-
atu organisasi, atau semakin banyak
pihak-pihak yang terlibat dalam su-
atu kerjasama, pelaksanaan komuni-
kasi akan menjadi semakin sulit.
Penghalang yang muncul biasanya
memantulkan perbedaan kerangka
berpikir, perbedaan perhatian dan
penghayatan terhadap spesialisasi-
nya masing-masing. Untuk mengha-
dapi “kesulitan® komunikasi tadi sa-
lah satu cara yang dapat ditempuh
adalah meningkatkan pengertian pa-
ra koordinator akan ‘“interpersonal
relations” serta struktur kewenangan
yang ada dalam suatu organisasi.
Guna terciptanya komunikasi
yang baik agar dapat menimbulkan
kerjasama dalam koordinasi yang
baik pula, maka koordinator harus
bersikap terbuka. Adapun artinya,
dalam berkomunikasi dengan pihak-
pithak yang dikoordinir mampu dicip-
takan komunikasi dua arah atau ko-
munikasi timbal rulik. Apabila dapat
berlangsung komunikasi dua arah,
berarti terbuka kesempatan bagi pi-
hak-pihak yang dikoordinir untuk me-
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ngemukakan pendapat, berdiskusi
mengenai masalah-masalah yang di-
hadapi dengan pihak lainnya yang
juga dikoordinir atau bahkan dengan
pihak koordinator. Sehubungan de-
ngan hal tersebut, maka koordinator
harus menampakkan diri dengan si-
fat-sifat yang menunjang, koordina-
tor jangan sekali-kali menampakkan
dirinya mendikte atau memberi pe-
rintah dalam melakukan komunikasi
dengan pihak-pihak yang dikoordina-
sikan. Dalam kondisi seperti ini, ma-
ka dapat dinyatakan bahwa koordi-
nator melakukan peran “kepemim-
pinan yg partisipatif’.

Uraian di atas menggambar-
kan betapa pentingnya peranan ko-
munikasi bagi terselenggaranya
koordinasi yg baik. Komunikasi me-
mang - akan menghasilkan  koor-
dinasi. Tanpa adanya komunikasi,
koordinasi tidak akan jalan dan bah-
kan mungkin tidak akan mungkin di-
capai. Hal ini selaras dengan per-
nyataan yg dikemukakan oleh Pfifner
& Presthus bahwa “....coordination
is the end product of effective
communication”. (Pfiffner, 1960:5).

Guria menunjang terciptanya
efektivitas pelaksanaan komunikasi,
maka yang juga penting diperhatikan
adalah pemahaman tentang struktur
organisasi, atau struktur team yang
dikoordinasikan sehingga dapat di-
ciptakan kesesuaian dengan ke-
mampuan pihak koordinator. Sehu-
bungan dengan hal tersebut, maka

yang periu diperhatikan adalah *
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span of control * atau rentang ken-
dali agar komunikasi dapat berjaian
dengan efektif. Luas sempitnya ren-
tang kendali tersebut sangat tergan-
tung pada kemampuan koordinator
untuk dapat melaksanakan fungsi-
nya.

Faktor lain yang periu diper-
hatikan, menurut Dann Sugandha
adalah adanya formalisasi petunjuk-
petunjuk yang dapat menyatakan ta-
ta hubungan formal, kewenangan
dan tanggung jawab formal, tata
kerja dan sebagainya (lbid, 37).
Formalisasi di sini diartikan sebagai
perumusan tertulis yang dibuat oleh
pembuat kebijaksanaan, misalnya
tentang uraian tugas (job descrip-
tion) tertulis bagi suatu organisasi
yang dijadikan pedoman yang jelas
dalam tata hubungan kerja dalam
suatu instansi dalam kaitannya de-
ngan hak, wewenang dan langgung
jawab seseorang terhadap yang lain.
Untuk memperjelas peran komuni-
kasi dalam pelaksanaan koordinasi
ini, berikut ini dikemukakan studi
kasus tentang bentuk pelaksanaan
koordinasi Progam Pengembangan
Kecamatan (PPI'()

Koordinasi Dalam  Program
Pengembangan Kecamatan (PPK)

Suatu agenda pembangunan
di tingkat Kabupaten dalam hal untuk
meningkatkan kesejahteraan masya-
rakat di daerah dan uuk membe-
rantas atau menanggulangi kemis-
kinan adalah dilaksanakannya Pro-



gram Pengembangan Kecamatan
(PPK). Program tersebut merupakan
program kelanjutan dari Program In-
pres Desa Tertinggal (IDT) yang ter-
tuang dalam Inpres No.5 Tahun
1993 sebagai perintis program pe-
nangguiangan kemiskinan dan pen-
dekatan pemberdayaan masyarakat
di samping program-program lain
yakni Program Pengembangan Ka-
wasan Perkotaan (P2KP), Jaring Pe-
ngaman Sosial (JPS) dan lain-ain-
nya. Muncuinya PPK tersebut dila-
tarbelakangi pertama bahwa pe-
nanggulangan kemiskinan tidak da-
pat dilakukan secara sepotong-
potong, kedua bahwa masyarakat
miskin bukan obyek pembangunan;
dan ketiga birokrasi pembangunan di
kecamatan ke bawah kurang menda-
pat kesempatan untuk mengeloia
pembangunan di wilayahnya, karena
tingginya campur tangen pusat baik
dalam perencanaan maupun pelak-
sanaan pembangunan di daerah. Tu-
juan umum PPK adalah memper-
cepat penanggulangan kemiskinan
serta peningkatan kemampuan ke-
lembagaan masyarakat dan aparat
melalui pemberian modal usaha da-
erah dan pembangunan prasarana
dan sarana yang mendukung akses
ekonomi masyarakat.

o PPK dilaksanakan atas dasar
Prinsip: desentralisasi, keterbukaan,
Partl3§pasi. keterlibatan orang miskin,
keterlibatan perempuan, kompetisi
sehat, swadaya, hibah dan pergulir-
an, sanksi, dan pelestarian. Sedang-
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kan prinsip pengeloaan program ada
lima yakni: acceptable, accountable,
profitable, sustainable dan replica-
ble.

Pelaksanaan PPK melibatkan
banyak pihak, baik dari pemerintah
(struktural), fungsional (konsultan)
maupun dari masyarakat itu sesidiri
dalam penentuan sasaran lokasi’
maupun alokasi dana bantuan. Oleh
karena melibatkan orang banyak dan
besarnya penggunaan dana bantuan
yang nantinya harus dipertanggung-
jawabkan penggunaan dan adminis-
trasinya maka dalam pelaksanaan
PPK dibentuk tim koordinasi baik
tingkat kabupaten, propinsi maupun
pusat sebagai tim pembina.

Sebagai contoh pembentukan
tim koordinasi di Kabupaten Kulon
Progo berdasarkan SK Bupati nomor
480 Tahun 2001 tertanggal 18 juni
2001 keanggotaannya sebagai beri-
kut: -

1. Tim Pengarah terdiri dari pe-
nanggung jawab, penasehat,
ketua, sekretaris dan 6
orang anggota.

2. Tim pelaksana terdiri dari ke-
tua dan 6 orang anggota

3. Kesekretariat terdii dari
koordinator dan 6 orang ang-
gota

4. Pimpinan proyek dan benda-
hara

5. Tim pelaksana pembinaan
teknis peran serta masya-
rakat tiap kecamatan 1
orang
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Dalam pelaksanaan di lapa-
ngan di tingkat Kecamatan ditunjuk:

1. Penanggugg Jawab Opera-
sional Kegiatan (PJOK) dan
Penanggung jawab Adminis-
trasi Kegiatan (PJAK) ma-
sing-masing 1 orang

2. Asisten fasilitator Kecamatan
2 orang

3. Unit Pengelolaan Keuangan
(UPK) terdiri dari ketua, se-

kretaris, wakil sekretaris,
bendahara dan wakil ben-
dahara.

4. Konsultan yang bertugas se-
bagai fasilitator dan men-
dampingi masyarakat dan
aparat baik tingkat kecama-
tan (FK), konsultan manaje-
men kabupaten (KM Kab)
yang bertugas di tingkat pro-
pinsi.

- Di tingkat pedesaan dibentuk
juga Fasilitator Desa (FD) yang
membantu LKMD dan Tenaga Tek-
nis Desa (TTD) yang membantu Ke-
lompok Masyarakat {Pokmas).

Forum-forum lain yang terlibat
dalam pelaksanaan PPK adalah :
LKMD, UDKP, BPD dan
Musbangdes.

Dilihat dari jumlah dan kom-
posisi tim koordinasi yang dibentuk,
baik dari aspek tingkat pendidikan
yang sangat bervariasi, tingkat u-
mur, lokasi tempat tinggal masing-
masing, variasi geografis dan situa-
sional di lapangan, dapat di ramal-
kan tingkat kesulitan koordinasi
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program PPK tersebut. Dengan de-
mikian pemahaman pentingnya ko-
ordinasi dan intensitas komunikasi
seperti dipaparkan di atas dapat
membantu para pelaksana atau ko-
ordinator masing-masing tugas se-
hingga hambatan dapat diminimalisir
dan efisiensi koordinasi dapat diting-
katkan. Tim koordinasi tersebut ha-
rus mampu bekerjasama dan me-
nyatukan berbagai aktivitas mereka
yang sangat bervariasi bak pada
tingkatan persiapan, pelaksanaan,
pemantauan maupun evaluasi pro-
gram PPK tersebut.

Adapun bentuk sarana koordi-
nasi yang terstandar antara lain be-
rupa: Juklak dan Juknis PPK yang
tertuang dalam SK Mendagri, Surat
Edaran dari Dirjen Anggaran, Rapat
atau pertemuan dengan mengguna-
kan forum-forum yang tersedia se-
perti: Unit Daerah Kerja Pembangun-
an (UDKP) untuk tingkat kecamatan,
Musyarawarah Pembangunan Desa
(Musbangdes) untuk tingkat pedesa-
an, Lembaga Ketahanan Masyarakat
Desa (LKMD) dan sebagainya. Ada-
pun intensitas pelaksanaan koordi-
nasi ada yang tiap bulan sekali dan
ada yang tiap minggu sekali.

Dilihat mekanisme dan sarana
dan prasarana koordinasi program
tersebut pada umumnya cukup me-
madai, tetapi realita di lapangan pe-
mahaman dengan konsep koordinasi
dari tiap-tiap unit atau personal yang .
terlibat menjadi sangat bervariasi,
sehingga beberapa masalah di iapa-



sering terjadi istilah salah ala-

mat, baik tim maupun msyarakat pe-

nerima program, salah penafsiran
dan masing-masing hanya bekerja
sebatas untuk kepentingan sendiri-
sendiri. Komunikasi intensif kurang
mampu dilakukan mengingat masih
kentainya ketergantungan pada ata-
san terutama dalam mengambil ke-

, banyaknya tumpang tindih
program di satu desa yang harus di-
jakukan oleh masyarakat sementara
timnya sangat terbatas baik kemam-

puan maupun jumiahnya.
Dampak Positif Program
Pengembangan Kecamatan

Dengan mekanisme koordi-
nasi pelaksanaan program yang di-
ciptakan baik melalui arahan dari pu-
sat maupun inisitaif masyarakat de-
sa, maka dapat diidentifikasi dampak
positif dari kegiatan tersebut yakni
timbulnya inisiatif dan partisipasi ma-
syarakat dalam upaya mensukses-
kan pembangunan di tingkat pedesa-
an. Hal tersebut dapat diamati dari
giatnya LKMD dalam menggalang
masyarakat dan proaktif dalam me-
nentukan jenis kegiatan yang diren-
canakan. Selain itu kemampuan ma-
syarakat untuk mengadministrasikan
kgglatan pembangunan dengan bim-
bmg_an instruktur dan fasilitator dapat
meningkat. Jumiah kelompok sasa-
ran menjadi semakin luas dan pe-
ningkatan kesejahteraan juga dapat
dirasakan oleh penduduk desa.

33

Penutup

Berdasarkan uraian di atas se-
cara keseluruhan maka dapatlah
tulisan ini  disimpulkan sebagai
berikut:

Organisasi dan administrasi
pemerintahan dalam pelaksanaan
pembangunan di tingkat pedesadn ..
agar dicapai hasil kerja yang efektif
dan efisien, maka kegiatan yang ada
di dalamnya harus dikoordinasikan.
Pelaksanaan koordinasi agar berja-
lan dengan baik, di samping adanya
mekanisme koordinasi yang baik,
juga faktor manusia yang baik ‘pula
sebagai pelaksana maupun obyek
koordinasi yang memiliki kesepaha-
man, keserasian pendapat dan pe-
ngertian tentang kooordinasi baik
orang-orang yang dikoordinir mau-
pun koordinator, tentang hak dan
kedudukan masing-masing pihak.

Agar tercipta suasana saling
pengertian dari setiap fihak yang
terlibat dalam pelaksanaan koor-
dinasi, maka diperiukan adanya ko-
munikasi yang efektif. Beberapa hal
yang.periu diperhatikan agar pelak-
sanaan komunikasi dapat berlang-
sung efektif antara lain. adanya pe-
nerapan “interpersonal relations” dari
pihak koordinator; kejelasan struktur
kewenangan yang ada dalam suatu
organisasi; dan adanya formalisasi
petunjuk-petunjuk yang dapat me-
nyatakan *ata. hubungan formal, ke-
wenangan dan tanggung jawab for-
mal, tata kerja dan sebagainya For-
malisasi di sini diartikan sebagai pe-
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rumusan tertulis yang dibuat oleh
pembuat kebijaksanaan, misainya
tentang uraian tugas (job descrip-
tion) tertulis bagi suatu organisasi
yang dijadikan pedoman yang jelas
dalam tata hubungan kerja dalam
suatu instansi dalam kaitannya de-
ngan hak, wewenang dan tanggung
jawab seseorang terhadap yang lain.

Pelaksanaan koordinasi dalam
program PPK di Kecamatan Penga-
sih secara keseluruhan telah ber-
langsung dengan cukup baik, namun
masih perlu ditingkatkan agar tujuan
pro-gram tersebut dapat tercapai se-
cara maksimal. Dari komponen-kom-
ponen pembahasan tentang sarana
dan pra-sarana koordinasi yang baik,
di lapangan telah dibentuk tim suk-
ses program tersebut. Namun dalam
aspek komunikasi befum efektif ka-
rena belum munculnya indikator
efektifitas komunikasi di lapangan

seperti unsur keterbukaan, kesa-

daran, kesepahaman tentang hak,
wewenang, tanggung jawab ma-
sing-masing yang terlibat, dan mi-
nimnya pemahaman masyarakat
akan struktur organisasi dan forma-
lisasi dalam organisasi pelaksanaan
program PPK tersebut. Hal tersebut
karena sosialisasi program yang ti-
dak merata dan tidak intensif. ‘
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